



Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Gading 
Cempaka adalah:  
a. Pemerintah 
1) Belum adanya peralihan kewenangan untuk proses pendataan, 
penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan 
pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; 
2) Pemerintah daerah belum membuat Peraturan Daerah (Perda) 
mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan;  
3) Tidak sampainya SPPT ke wajib Pajak dikarenakan alamat wajib 
pajak telah berubah, dan wajib pajak tidak berada di wilayah objek 
pajak; 
4) Kesadaran wajib pajak masih rendah. 
b. Wajib pajak PBB 
1) Tidak adanya tanggung jawab petugas yang mengantar Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); 
2) Data yang tidak akurat mengenai subjek pajak, objek pajak dan nilai 
objek pajak sehingga menyulitkan pemberian SPPT kepada wajib 
pajak, 
3) Ekonomi masyarakat pada umumnya yang berpenghasilan rendah 
dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah; 
4) Belum dinikmatinya oleh sebagian masyarakat mengenai pelayanan 
umum yang baik dan manfaat pembayaran pajak untuk 
pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana serta 
pembangunan daerah. 
2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kota Bengkulu setelah menerima kewenangan untuk proses 
pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan 
pelayanan pajak. DPPKA Kota Bengkulu akan melakukan:  
a. Membuat peraturan daerah atau peraturan walikota untuk memperkuat 
sistem pemungutan PBB karena PBB sudah menjadi pajak daerah;  
b. Pembinaan kepada kelurahan-kelurahan penyampaian SPPT, tagih sisir 
yaitu mengingatkan kembali kelurahan-kelurahan yang SPPT tidak 
sampai ke wajib pajak  dan menentukan NJOP untuk dasar pengenaan 
PBB berdasarkan zona wilayah agar tidak memberatkan wajib pajak;   
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